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<b>ABSTRAK</b><br>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah kitab undang-undang zaman
kolonial. Dinamika perkembangan masyarakat demokratis menuntut adanya pembaharuan KUHP tersebut
menjadi KUHP yang memuat nilai-nilai bangsa Indonesia. KUHP memang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum saat ini. Oleh karenaitu terdapat upaya pembaharuan hukum pidana nasional melalui
Rancangan KUHP. Terjadi perubahan perumusan pasal didalamnya, salah satunya adalah pasal mengenai
tindak pidanaagama. Telah terjadi perluasan perumusan pasal terkait tindak pidana tersebut, dipisahnya
tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana beribadah. Pada
KUHP, tindak pidana agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Hasil penelitian menyimpulkan upaya
penanggulangan dalam KUHP terkait tindak pidana agama menjadi tidak efektif. Pada R-KUHP, perumusan
pasalnya masih memiliki “jiwa” KUHP. Adanya perluasan delik menimbulkan overcriminalization.
Terhadap prospek kedepannya harus lebih dijelaskan maksud tindak pidana yang ada agar tidak terjadi
kesimpangsiuran dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Penelitian menyarankan kebijakan
penanggulangan terhadap tindak pidana agama harus melalui proses sarana non-penal terlebih dahulu, dapat
dilakukan dialog agar menjadi sepaham dengan permasalahan yang terjadi.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Criminal code applicable in Indonesia are colonial laws. Dinamic society growth claims criminal law reform
which containing the values of the nation of Indonesia. Criminal code is nnot longer in line with the current
legal developments. Hence the national criminal law reform efforts through draft criminal code. Article
formulation changes therein, one of which is the chapter on religious offenses. That have an expansion
clauseisdivided criminal offenses against religion and the other is crimes against religious life and worship
facilities. In the criminal code, religious crime set in Pasal 156a. The study concluded criminal policy in
criminal code is not effective. In draft criminal code, article draft is still have “soul” of criminal code. The
expansion of crime cause overcriminalization. The outlook for the next must be clear that about crimes are
not being mazy on that code implementation. The study suggest criminal policy for religious crime must be
process non-penal effort firstly, that can be hold discuss or dialogue that be like-minded about society and
religious problems.
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